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PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pedoman pelaksanaan
tugas yang lebih jelas dan sesuai dengan nomenklatur dan
struktur unit kerja yang telah terbentuk, perlu diadakan
perubahan terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi Pada
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota
Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan = Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 5 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 180);

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);



Menetapkan

16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas
Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 310);

17. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Farmasi Pada Dinas Kesehatan
Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 335);

18. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian
Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 376);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 79 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI PADA
DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi Pada Dinas
Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 335), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 7

(1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang Dinas dibidang perencanaan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pendistribusian persediaan obat dan perbekalan
kesehatan lainnya.



(2)

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan kegiatan UPTD;

b. penyusunan rencana kebutuhan obat, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;

c. pengadaan, penerimaan, penyimpanan,
pemeliharaan dan pendistribusian persediaan obat
dan perbekalan kesehatan lainnya;

d. pengamatan dan pemeliharaan mutu obat yang ada
dalam persediaan;

e. pelaporan persediaan dan penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan;

f. penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi UPTD;

g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja
terkait;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin,
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
tugas UPTD dalam bidang perencanaan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pendistribusian persediaan obat dan perbekalan
kesehatan lainnya sesuai dengan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Kepala UPTD :

a. mengoordinasikan penyusunan rencana program
kerja dan kegiatan UPTD;

b. menyusun kebijakan teknis operasional UPTD;

c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan
pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD;

d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan atau Unit Kerja lain;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Maret 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 377



